WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERGESERAN MENDAHULUI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pergeseran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan dengan memperhatikan

Mengingat

ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Lampiran huruf D angka 1 butir
ad 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu
mengubah Peraturan Walikota Ternate Nomor 16 Tahun
2022 tentang Pergeseran Mendahului Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pergeseran Mendahului
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3824);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6057);
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Menetapkan :

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19;

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402),
Peraturan Walikota Ternate Nomor 31 Tahun 2021 tentang
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ternate
Tahun 2021 Nomor 466);

Peraturan Walikota Ternate Nomor 16 Tahun 2022 tentang
tentang Pergeseran Mendahului Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 482);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PERGESERAN MENDAHULUI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022.

SKPD BAG, HUKUM

y




Pasal I

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate
Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.010.373.921.078 bertambah
sebesar Rp. 0,- sehingga menjadi Rp. 1.010.373.921.078 dengan rincian
sebagai berikut :

1.

Pendapatan Daerah Terdiri dari:
a. Pajak Asli Daerah

L7 1y (- s OB RS T R WS L Sem RO P (N Rp. 0O,-
2. Bertambah /Berkurang ..........c:eesnceessnvenestiosions Rp. - 0,=
Jumlah Pendapatan setelah perubahan ........ = oRp. O
b. Pendapatan Transfer
TS g )| SR RSN B S W SRR TN R B SR Rp. O,-
2. Bertambah /BEeTKUTANE ... v isiiorescessbnoiseniivsaon Rp. O,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan ........ .. Rp. 0,
c. Lain — Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1: Semmila. .iiieiekiosasserssvinieviy st o iiamsasknginads Rp. O,-
2. Bertambah /Berkurang .... ... oeessiseesssmnsssoassas Rp. O,
Jumlah Pendapatan setelah perubahan.......... Rp. O0,-
Belanja Daerah Terdiri Dari:
a. Belanja Operasi
T Semuila (5 .cviiinisearsciinia bt vhessme s camempes dsnminstin Rp. O,-
2. Bertamball ... coisnissiossugaiimnnnissisnmsissoedus sy i Rp. O,-
Jumlah Belanja setelah perubahan ................ Rp. O,-
b. Belanja Modal
1. SOTULA: «oicosvssisiisinsmsosisnssinsnons svananiavtonsidsaninssnny Rp. 0,-
2. BerKUrang .........cccorveriecncscrasesansansessssosssssssansess Rp. 0O,-
Jumlah Belanja setelah perubahan ................ Rp. O,-
c. Belanja Tidak Terduga
15 Semulal oo it ek e e e S s Rp. O,-
2. Bertambah /Berkirang ... civsesvsevsisavsissosvors Rp. O,-
Jumlah Belanja setelah perubahan ............... Rp. O,-
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3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Pembiayaan:

1 RO v s o i vnis iR s buse senis SRR AT e Rp. O,-

2. DETUIROE. o hooveans syvvonespabaninssainamsysvedeiss Rp. O,- 2
b. Pengeluaran Pembiayaan

1 S e A it e e i e e A e e et Rp. O,-

2. Bertambahic ... iisie i s cosbninmessoost uss sl sos Rp. O,- i

Jumlah Pembiayaan Netto........c.smmmmeiidirmonsisossasaivs
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenan (SILPA). ciyoiaiiicicmanssesssnssivsiansssvnmisronnas Rp. (0,-)

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Juli 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD
M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,
TTD

JUSUF SUNYA
BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 486

Salinan spsuai dengan aslinya

PENATA Tk.I
KNIP: 19830627 2008 03 1 001



